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ABSTRAK 

Nama : Mohtana Ferdy Kadri 

NPM : 1974201070 

Judul : Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan di 

Tinjau dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan 

Pembimbing : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H. 

2. Hj. Rustiana, S.H.,M.H 

Pembatalan sertifikat hak atas tanah diperlukan akibat cacat administrasi, 

cacat yuridis, atau putusan pengadilan. Penelitian ini menganalisis mekanisme 

pembatalan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 21 Tahun 2020 dengan 

metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan wawancara di Kantor 

Pertanahan Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama 

dalam pembatalan sertifikat meliputi kurangnya koordinasi, lemahnya administrasi 

pertanahan, dan keberadaan mafia tanah. Penguatan regulasi, transparansi, serta 

koordinasi antar instansi diperlukan guna menjamin kepastian hukum serta 

keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah. 

Kata kunci: Pembatalan Sertifikat Tanah, Cacat Administrasi, Cacat Yuridis, 

Sengketa Pertanahan, Peraturan Menteri Agraria No. 21/2020
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ABSTRACT 

Name : Mohtana Ferdy Kadri 

NPM : 1974201070 

Title : Cancellation of Land Title Certificates at the Land Office in 

Review of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and 

Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the 

Republic of Indonesia Number 21 of 2020 Concerning Handling 

and Settlement of Land Cases 

Mentor : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H. 

2. Hj. Rustiana, S.H.,M.H 

Land certificate cancellation is necessary due to administrative defects, legal 

defects, or court rulings. This study analyzes the cancellation mechanism based on 

Ministerial Regulation No. 21/2020 using a normative juridical method, including 

literature reviews and interviews at the Samarinda Land Office. Findings reveal 

major challenges such as lack of coordination, weak land administration, and land 

mafias. Strengthening regulations, transparency, and institutional coordination is 

essential to ensuring legal certainty and justice in land dispute resolution. 

Kata kunci: Land Certificate Cancellation, Administrative Defects, Legal Defects, 

Land Disputes, Ministerial Regulation No. 21/2020
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah termasuk sumber daya alam dengan nilai ekonomi, sosial, serta 

budaya yang sangat penting di Indonesia. Mengingat Indonesia ialah negara agraris, 

sebagian besar penduduknya bergantung pada pemakaian lahan guna berbagai 

keperluan seperti pertanian, perkebunan, perumahan, serta aktivitas komersial 

lainnya. Oleh sebab itu, pengaturan serta pengelolaan hak atas tanah menjadikan 

hal yang sangat penting guna memastikan adanya kepastian hukum, keadilan, serta 

keberlanjutan dalam pemanfaatan tanah (Harsono, Hukum Agraria Indonesia).1 

Penekanan terhadap pentingnya pengelolaan tanah dengan cara adil serta 

berkelanjutan juga ditegaskan dalam UUPA No. 5 Tahun 1960, yang melakukan 

pengaturan bahwasannya pemakaian tanah wajib diselaraskan dengan kepentingan 

masyarakat luas serta melaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan 

generasi mendatang (Sumardjono, Tanah: Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial 

serta Budaya).2 

UUD RI Tahun 1945 yang menjadikan landasan hukum tertinggi guna 

melakukan pengaturan hak, kebebasan, serta kewajiban warga negara memuat 

ketetapan hukum pertanahan yang bersifat menyeluruh yang melindungi hak warga 

negara serta menyajikan kepastian hukum. Undang-Undang Dasar menjadikan 

landasan bagi semua peraturan perundang-undangan. Pasal 28D, 28G, serta 28H 

menyatakan bahwasannya “Negara bertanggung jawab atas tanah, air, serta sumber 

daya alam di dalamnya, serta memakainya untuk memaksimalkan kemakmuran 

warganya." (2), (3), serta (2). Peraturan perundang-undangan pertanian Indonesia 

didasarkan pada pasal berikut. 
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Selain itu, UUPA juga melakukan pengaturan UU No. 5 Tahun 1960 

mengenai Pokok-Pokok Agraria (berikutnya dikenal sebagai UUPA) yang 

mengatur berbagai hal terkait pengelolaan tanah di Indonesia, seperti klasifikasi hak 

atas tanah, pendaftaran tanah, serta pengawasan serta pengendalian pemanfaatan 

tanah. UUPA bertujuan guna mewujudkan keadilan serta kejelasan hukum bagi 

seluruh rakyat Indonesia sekaligus menghapus dualitas hukum agraria, yakni 

hukum adat serta hukum barat. 

Lebih lanjut dengan cara teknis pelaksanaan dari Konstitusi serta UUPA 

tertulis dalam PP No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, selaku 

pelaksana UUPA, di mana menyajikan kerangka hukum yang jelas serta rinci terkait 

prosedur pendaftaran tanah di Indonesia, termasuk persyaratan, tahapan, serta 

prosedur yang wajib diikuti. Penerbitan sertipikat tanah menjadikan aspek krusial 

dalam memastikan hak atas tanah terlindungi. Sertipikat tanah diakui selaku alat 

bukti hukum yang kuat terkait kepemilikan tanah, serta peraturan berikut sudah 

diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Samarinda. 

Selain itu, guna menyelesaikan sengketa tanah serta menyajikan perlindungan 

hukum yang lebih komprehensif. 

Berlandaskan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, tanah didefinisikan 

selaku permukaan bumi yang termasuk bagian-bagian tertentu yang menjadikan 

bagian tetap dari permukaan bumi tersebut. Peraturan tersebut ialah dasar utama 

dalam pengaturan hak-hak atas tanah di Indonesia, yang melakukan pengaturan 

segala bentuk pemanfaatan tanah agar selaras dengan kepentingan nasional serta 

keadilan sosial. Dalam konteks peraturan tanah, tanah dipandang tak hanya selaku 
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objek fisik, tetapi juga selaku aset yang memegang nilai ekonomi serta sosial yang 

signifikan. Definisi berikut berperan penting dalam kerangka hukum Indonesia, di 

mana tanah diatur dengan cara tegas oleh negara guna menghindari konflik serta 

memastikan bahwasannya tanah dipakai selaras dengan peruntukannya. 

Berlandaskan Pasal 19 ayat (2) UUPA, sertifikat ialah surat keterangan hak 

atas tanah yang diakui selaku bukti sah. Berlandaskan keterangan hukum dalam 

buku tanah serta keterangan fisik yang tertuang dalam surat ukur, sertifikat selaku 

surat tanda bukti hak disajikan guna kepentingan pemegang hak yang 

bersangkutan.3 

Dalam aktivitas pendaftaran tanah, sertifikat disajikan supaya pemegang 

hak bisa dengan mudah menunjukkan kepemilikannya atas hak tersebut. 

Berlandaskan keterangan hukum serta fisik yang sudah dicantumkan dalam buku 

tanah, sertifikat disajikan guna kepentingan pemegang hak atas tanah tersebut.  

Sertifikat menyajikan kepastian hukum terkait letak, batas, maupun luas 

sebidang tanah. Nama orang yang tertuang dalam sertifikat bisa memanfaatkan 

kepastian hukum berikut guna melindungi diri dari campur tangan pihak luar serta 

mencegah terjadinya konflik dengan pihak lain.4 

Dalam pelaksanaannya guna menyajikan kepastian hukum bagi masyarakat 

pemerintah lewat Kementerian ATR/BPN sudah menyajikan kegiatan reforma 

agraria, satu diantaranya yakni PTSL dengan tujuan agar Masyarakat bisa lebih 

cepat mendapatkan kepastian hukum terhadap bidang tanahnya. Dalam prosedur 
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pendaftaran sertipikat lewat PTSL banyak persyaratan yang dipermudah, 

menyebabkan terjadinya potensi cacat yuridis/cacat hukum & melaksanakan oleh 

oknum-oknum “mafia tanah” yang bisa menyebabkan sengketa, konflik, serta 

perkara. Perkara Pertanahan (berikutnya di kenal sebagai Perkara) ialah 

perselisihan, konflik, atau perkara pertanahan yang diajukan pada BPN, 

Kementerian ATR, Kanwil BPN, atau Kantor Pertanahan, selaras dengan wilayah 

hukumnya, untuk diproses dan diselesaikan selaras dengan ketetapan peraturan 

perundang-undangan.  

Berlandaskan Overview data kasus/aduan/gugatan pertanahan tahun 2019-

2024 yang di sampaikan kepada Kementerian ATR/BPN ialah sejumlah 33.552 

Kasus/Aduan, dengan rincian seperti dibawah ini:5 

Bahwa dalam perampungan permasalahan tersebut, Kementerian ATR/BPN 

memegang instrumen perampungannya seperti tercatat dalam Permen No. 21 Tahun 

2020 terkait penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan, di mana menyajikan 

 

 

Tabel 1. 1 Data Kasus Pertanahan di Indonesia 
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pedoman komprehensif bagi pihak-pihak terkait dalam menangani serta 

menyelesaikan berbagai kasus pertanahan. Peraturan berikut dirancang guna 

menyajikan panduan yang jelas mengenai prosedur penanganan sengketa tanah, 

termasuk prosedur pembatalan sertipikat tanah yang tak sah ataupun yang diperoleh 

dengan cara melawan hukum. Peraturan berikut menjadikan relevan dalam konteks 

riset berikut sebab menyajikan kerangka hukum yang jelas mengenai bagaimana 

kasus pertanahan diselesaikan dengan cara adil serta transparan.  

Kota Samarinda, selaku ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, memegang 

dinamika pertanahan yang kompleks, yang mencakup berbagai konflik tanah antara 

masyarakat lokal serta pengembang. riset oleh Abdul Mukmin serta Andri Pranata 

menunjukkan bahwasannya Kantor Pertanahan Kota Samarinda sudah menangani 

berbagai kasus sengketa pertanahan, namun masih banyak tantangan yang dihadapi 

dalam penerapan peraturan yang ada.6 

Terkhusus di Kota Samarinda, berlandaskan data yang dihimpun pada 

Kantor Pertanahan Kota Samarinda jumlah pengaduan serta perkara di Kota 

Samarinda seperti dibawah ini:7 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023(Mei)

Perdata 14 22 82 63 20

PTUN 3 3 10 4 2
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Tabel 1. 2 Data Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Samarinda 

 

 

 

 

 

Berlandaskan data tersebut diatas bahwasannya dalam perampungan 

permasalahan pertanahan satu diantaranya ialah lewat prosedur pembatalan 

Sertipikat Hak Atas Tanah, seperti tertulis dalam Pasal 29 Permen ATR/BPN No. 

21/2020, yang menekankan bahwasanya upaya perampungan serta menyajikan rasa 

keadilan bagi masyarakat, pembatalan sertipikat bisa dilaksanakan lewat dua 

mekanisme, yakni pertama lewat mekanisme pembatalan berlandaskan cacat 

administrasi, kedua pembatalan berlandaskan pelaksanaan putusan pengadilan. 

Pembatalan produk hukum berikut bisa diakibatkan oleh berbagai faktor, 

termasuk cacat administrasi, ketidakakuratan data, pemalsuan dokumen, kesalahan 

administrasi, ataupun adanya sengketa tanah yang melibatkan pihak-pihak lain 

yang mengaku memegang hak atas tanah terkait. 

Penelitian berjudul "Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Ditinjau dari 

Peraturan Menteri agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian 

Kasus Pertanahan (Studi Kasus pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda)", penulis 

berfokus pada pembatalan sertipikat hak atas tanah yang sudah dilaksanakan di 

Kantor Pertanahan Kota Samarinda baik berlandaskan cacat administrasi/cacat 

Tindaklanjut Pengaduan lewat Mediasi 

Dalam Proses 

Tabel 1. 3 Data Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Samarinda 
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prosedur ataupun pembatalan sertipikat berlandaskan pelaksanaan putusan 

pengadilan berkekuatan hukum tetap, guna  memahami secara komprehensif 

mengenai bagaimana pelaksanaan peraturan terkait pembatalan sertipikat hak atas 

tanah diimplementasikan. Kota Samarinda dipilih sebab memegang dinamika 

pertanahan yang kompleks, dengan berbagai kasus yang tergolong banyak di 

Provinsi Kalimantan Timur. 

Berlandaskan hal tersebut lewat analisis kasus-kasus yang ada, penulis 

berharap riset berikut bisa menyajikan kontribusi terhadap pengembangan 

kebijakan pertanahan di Indonesia serta relevansi yang kuat dengan upaya 

pemerintah dalam menyelesaikan masalah pertanahan yang sering menjadikan 

sumber konflik sosial. Dengan memahami peraturan serta implementasinya di 

lapangan, penulis berharap bisa menyajikan rekomendasi yang bermanfaat guna 

perbaikan sistem yang ada, sehingga hasil riset berikut tak hanya bernilai akademis 

tetapi juga praktis bagi para pihak terlibat di bidang pertanahan, guna meningkatkan 

efektivitas kebijakan pertanahan di Indonesia, khususnya dalam konteks 

pembatalan sertipikat hak atas tanah. 

B. Rumusan Masalah 

Berlandaskan latar belakang, rumusan masalah studi yakni: 

1. Bagaimana Mekanisme Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah pada Kantor 

Pertanahan di Tinjau dari Peraturan Menteri agraria dan tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan? 
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2. Apa Kendala Pelaksanaan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah berlandaskan 

Cacat Administrasi ataupun Cacat Yuridis serta Pelaksanaan Putusan 

Pengadilan yang sudah Memegang Kekuatan Hukum Tetap pada Kantor 

Pertanahan Kota Samarinda? 

C. Tujuan serta Kegunaan Penelitian 

Tujuan riset berikut seperti dibawah ini: 

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah di Tinjau 

dari Permen ATR/Kepala BPN RI No. 21 Tahun 2020 terkait penanganan dan 

penyelesaian Kasus Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda. 

2. Untuk mengetahui Kendala Pelaksanaan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah 

berlandaskan Cacat Administrasi ataupun Cacat Yuridis serta Pelaksanaan 

Putusan Pengadilan yang sudah Memegang Kekuatan Hukum Tetap pada 

Kantor Pertanahan Kota Samarinda. 

Dan riset berikut memegang kegunaan yakni: 

1. Kegunaan riset berikut diharapkan bisa menambah wawasan, informasi, serta 

memperdalam pengetahuan mengenai Mekanisme Pembatalan Sertipikat Hak 

Atas Tanah di Tinjau dari Peraturan Menteri agraria dan tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota 

Samarinda. 

2. Kegunaan riset berikut diharapkan bisa membantu mengidentifikasi langkah-

langkah perampungan terhadap gangguan dalam Pelaksanaan Pembatalan 

Sertipikat Hak Atas Tanah berlandaskan Cacat Administrasi ataupun Cacat 
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Yuridis serta Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang sudah Memegang Kekuatan 

Hukum Tetap pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metodologi riset yang diterapkan dalam riset berikut ialah riset hukum 

yuridis normatif, yakni sebuah prosedur guna mengidentifikasi doktrin, norma, 

serta asas hukum guna menjawab permasalahan hukum.8 

Studi hukum normatif didefinisikan oleh Ahmad Mukti Fajar ND serta 

Yulianto selaku riset hukum yang memandang hukum selaku sebuah sistem 

normatif. Konsep, norma, serta aturan yang berasal dari doktrin (ajaran), 

perjanjian, putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan ialah sistem 

normatif yang sedang dibahas.9 

Sebab riset hukum normatif sebagian besar memakai data sekunder dari 

perpustakaan, riset berikut kadang-kadang dikenal selaku riset kepustakaan 

ataupun studi dokumen. 

2. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum ialah lokasi tersedianya segala materi baik dokumen, 

referensi, ataupun elemen lainnya yang diperlukan guna melangsungkan analisis 

terhadap hukum yang berlaku.10 Dokumen hukum primer, sekunder, serta tersier 

merupakan sumber bahan hukum yang dimanfaatkan dalam kajian berikut: 
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a. Sumber hukum primer, memegang kewenangan serta bersifat otoritatif. 

Peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, ataupun risalah dibuatnya 

peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim ialah contoh sumber 

hukum fundamental dalam situasi berikut.11 Peraturan perundang-undangan 

yang dimanfaatkan penulis dalam riset berikut antara lain: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA) 

3) Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran 

Tanah 

4) Peraturan Menteri agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 21 Tahun 2020. 

b. Sumber hukum sekunder merupakan sumber yang bersifat memperkuat dan 

melengkapi dokumen hukum yang fundamental. Untuk melakukan analisis 

serta pemahaman komprehensif, memperkuat landasan hukum, dan 

memberikan hasil analisis hukum yang berkualitas, bahan hukum sekunder 

menjelaskan bahan hukum primer yang sudah tersedia.12 

c. Sumber hukum tersier ialah dokumen hukum yang melengkapi bahan hukum 

dasar serta sekunder dengan menyajikan klarifikasi serta rekomendasi. 

Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta sumber daring 

ialah beberapa contohnya. 

3. Teknik kolektif Bahan Hukum 

Teknik kolektif bahan hukum pada riset berikut meliputi:  

 
 
12 Ibid 
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a. Studi pustaka, riset berikut melaksanakan lewat kolektif data sekunder, 

mencakup dokumen hukum primer, sekunder, serta tersier. Data primer dari 

studi lapangan dianalisis dengan memakai data tersebut selaku landasan teori. 

Sumber informasi sekunder yang berkaitan dengan judul riset meliputi undang-

undang, buku teks, serta informasi dari organisasi ataupun lembaga lain. 

b. Penelitian Lapangan, Informasi riset lapangan berikut diperoleh dari Kantor 

Badan Pertanahan Nasional lewat pengamatan serta wawancara langsung ke 

instansi terkait, serta informasi langsung terkait penyusunan daftar pertanyaan 

yang berikutnya disusun dalam rangka kolektif data serta informasi yang 

diperlukan dalam riset berikut. 

4. Analisis Bahan Hukum 

Penelitian berikut memakai metodologi kualitatif, yakni teknik analisis 

riset yang mendapatkan hasil data deskriptif analitis dalam bentuk tertulis ataupun 

lisan di samping perilaku aktual yang diselidiki serta diperiksa dengan cara 

holistik. 

 Dalam riset berikut, peneliti akan merujuk pada teori hukum serta literatur 

yang relevan guna mendukung analisis, terutama Permen ATR/Kepala BPN No. 

21 Tahun 2020. Peneliti akan meneliti bagaimana regulasi tersebut menyajikan 

kerangka hukum dalam pembatalan sertipikat hak atas tanah serta 

implementasinya di lapangan, termasuk mengidentifikasi kekuatan serta 

kelemahannya. 

Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk narasi serta disertai data statistik 

yang relevan guna mendukung argumen. Dengan analisis yang mendalam serta 
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komprehensif, riset berikut diharapkan bisa menyajikan rekomendasi konstruktif 

bagi kebijakan pertanahan di Indonesia. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang ialah kerangka serta pedoman penulisan skripsi wajib 

disampaikan dalam memudahkan pemahaman yang lebih luas mengenai topik 

yang dibahas dalam skripsi berikut. Sistematika penulisannya ditunjukkan antara 

lain 

Sistematika penulisan berikut dipakai guna menyajikan laporan skripsi ini: 

1. Bagian Awal 

Bagian awal memasukkan halaman sampul depan, judul, berita acara ujian 

skripsi, surat pernyataan keaslian, halaman persetujuan dosen pembimbing, serta 

pengesahan, halaman pribadi/motto, halaman kata pengantar, halaman daftar isi. 

2. Bagian Utama Skripsi.  

Mencakup bab serta sub bab, di mana mencakup:  

a. BAB I PENDAHULUAN  

Bab berikut ialah bab yang mengemukakan mengenai alasan guna 

memilih judul, rumusan permasalahan, tujuan, kegunaan, metode 

penelitian, serta sistematika penulisan itu sendiri. 

b. BAB II LANDASAN TEORI serta FAKTUAL 

Bab berikut ialah bab yang menguraikan dasar-dasar teori yang diambil 

dari berbagai macam literatur, yang meliputi: 

A. LANDASAN TEORI 

1. Definisi Pembatalan Sertipikat Berlandaskan Peraturan Menteri 
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agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

21 Tahun 2020. 

2. Teori Kewenangan 

3. Asas Dalam Pembatalan Sertipikat Tanah 

4. Alasan Pembatalan Sertipikat Berlandaskan Peraturan Menteri 

agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

21 Tahun 2020. 

5. Prosedur Pembatalan 

B. LANDASAN FAKTUAL 

1. Mekanisme Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah pada Kantor 

Pertanahan di Tinjau dari Peraturan Menteri agraria dan tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian Kasus 

Pertanahan. 

2. Kendala Pelaksanaan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah 

berlandaskan Cacat Administrasi ataupun Cacat Yuridis serta 

Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang sudah Memegang Kekuatan 

Hukum Tetap pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda\ 

3. Upaya Kantor Pertanahan Kota Samarinda dalam Mengatasi 

Kendala-kendala di dalam Pelaksanaan Pembatalan Sertipikat Hak 

Atas Tanah 

4. Peran Kantor Pertanahan dalam Menangani serta Menyelesaikan 

Kasus Pembatalan Sertipikat Tanah 
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5. Upaya Kantor Pertanahan dalam Meningkatkan Kepastian Hukum 

Bagi Pemegang Sertipikat Tanah 30 

6. Kantor Pertanahan dalam Mengatasi Dampak Negatif dari 

Pembatalan Sertipikat Terutama Bagi Pihak-Pihak yang Merasa 

Dirugikan 

7. Pembatalan pada Kesalahan Sertipikat Ditinjau dari Peraturan 

Menteri agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan 

penyelesaian Kasus Pertanahan 

8. Tahapan-tahapan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah 

Berlandaskan Peraturan Menteri agraria dan tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2020 tentang penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan 

9. Memahami Pelaksanaan Pembatalan Sertipikat yang Diajukan 

Kepada Kantor Pertanahan 

c. BAB III PEMBAHASAN 

Mencakup gambaran hasil riset serta analisis kualitatif, kuantitatif, serta 

statistik, serta diskusi mengenai hasilnya. Dikategorikan ke dalam 

supaya tersusun scara baik: 

A. Mekanisme Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah pada Kantor 

Pertanahan di Tinjau dari Peraturan Menteri agraria dan tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian Kasus 
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Pertanahan 

B. Kendala Pelaksanaan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah 

berlandaskan Cacat Administrasi ataupun Cacat Yuridis serta 

Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang sudah Memegang Kekuatan 

Hukum Tetap pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda 

d. BAB IV  PENUTUP 

Mencakup kesimpulan serta saran terhadap isi penulisan berikut yang 

ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta daftar pustaka. 

3. Bagian Akhir Skripsi. 

Daftar pustaka serta lampiran disediakan di akhir skripsi berikut.
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BAB II  

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL MENGENAI 

PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH PADA KANTOR 

PERTANAHAN DI TINJAU DARI PERATURAN MENTERI AGRARIA 

DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG 

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN 

A. Landasan Teori 

1. Definisi Pembatalan Sertipikat Berlandaskan Peraturan Menteri agraria dan tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020. 

Pembatalan Sertipikat ialah tindakan administratif yang melaksanakan oleh 

instansi yang berwenang (dalam hal berikut Kementerian ATR/BPN) guna 

menghapus ataupun mencabut status hukum dari sebuah sertipikat tanah yang 

sebelumnya sudah diterbitkanPasal 29 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 

Tahun 2020 melakukan pengaturan bahwasannya pejabat yang berwenang 

bertanggung jawab guna membatalkan sebuah produk hukum sebab cacat 

administratif ataupun cacat hukum, serta melangsungkan putusan pengadilan 

berkekuatan hukum tetap. Pembatalan berikut dimaksudkan guna menjaga konsep 

legalitas serta kepastian hukum dalam tata cara pendaftaran tanah selaras dengan 

Peraturan Menteri agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

(Permen ATR/BPN) Nomor 21 Tahun 2020. selaku bukti kepemilikan tanah yang 

sah, sertifikat haruslah sah dengan cara hukum serta materiil 

Dasar hukum guna pembatalan Sertipikat Hak atas Tanah bisa ditemukan 
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dalam Pasal 1 angka 14 Permen Negara Agraria No. 21 Tahun 2020 terkait 

penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan. Dalam pasal tersebut, dinyatakan 

bahwasannya "Keputusan guna membatalkan sebuah produk hukum sebab adanya 

kelemahan administratif ataupun hukum dalam prosedur penerbitannya, ataupun 

guna melangsungkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dikenal selaku 

pembatalan." Pasal 1 angka 13 Permen Agraria No. 21 Tahun 2020 juga 

melakukan pengaturan mengenai produk hukum yang diterbitkan oleh Kanwil 

BPN, Kementerian ATR/BPN, serta Kantor Pertanahan selaras dengan 

kewenangannya. ketetapan pejabat tata usaha negara di bidang pertanahan 

menjadikan acuan dalam produk hukum tersebut. 

Tanah yang sudah memegang sertifikat hak guna usaha selaku bagian dari 

aset pemerintah, niscaya bisa dibatalkan serta tak menjadikan milik pemerintah 

daerah, berlandaskan riset Angga Septika Chandra serta Hudali Mukti. Semua 

tanah negara yang tercatat selaku aset pemerintah, dalam hal berikut milik 

Pemerintah Kota Samarinda, yang sudah memegang sertifikat hak guna usaha, 

termasuk dalam hal berikut.13 

Pemilik sertifikat, lembaga pemerintah, serta pihak lain yang 

berkepentingan terhadap tanah sering terlibat dalam prosedur berikut. Sertifikat 

hak atas tanah ialah bukti hukum yang sah atas kepemilikan tanah yang disajikan 

negara kepada orang ataupun badan hukum selaras dengan UUPA.  

2. Teori Kewenangan 

KBBI mengartikan kekuasaan serupa dengan istilah kewenangan, yakni 
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hak serta kewenangan guna menentukan pilihan, mengeluarkan perintah, serta 

melimpahkan pertanggungjawaban kepada orang lain ataupun organisasi.14  

Berlandaskan H.D Stout, Mekanisme Kekuasaan dalam Konteks 

Organisasi Pemerintahan muncul dari ranah hukum organisasi pemerintahan serta 

diartikan selaku keseluruhan norma yang melakukan pengaturan perolehan serta 

penerapan kekuasaan pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam kerangka 

hubungan hukum publik.15 

Berlandaskan UU No. 30 Tahun 2014 terkait Administrasi Pemerintahan, 

kewenangan tak sama dengan Kewenangan. Dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, kewenangan ialah kewenangan yang dipunyai oleh badan 

pemerintah, pejabat, serta penyelenggara negara lainnya guna mengambil 

ketetapan ataupun melangsungkan tindakan. Sedangkan kewenangan ialah 

kemampuan penyelenggara negara, badan pemerintah, ataupun pejabat guna 

bertindak dalam bidang hukum publik. Berlandaskan definisi kewenangan yang 

sudah dikemukakan, bisa diartikan bahwasannya kewenangan meliputi hak serta 

kewajiban sedangkan kekuasaan hanya meliputi hak saja. Dengan demikian, bisa 

disimpulkan bahwasanya kewenangan memegang cakupan yang lebih luas 

dibandingkan dengan kekuasaan. 

Dalam jurnalnya, Aryani Witasari menyatakan bahwasannya Teori 

Kewenangan Hukum berkenaan dengan asal muasal kekuasaan pemerintah guna 
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melangsungkan perbuatan hukum publik maupun hukum perdata.16  

Logemann menyatakan bahwasannya tak ada satu jabatan apapun yang 

luput dari pertanggungjawaban, kewenangan wajib bertemu dengan 

pertanggungjawaban (authority must be matched responsibility).17 Dengan 

demikian tak ada kewenangan tanpa adanya kewajiban pertanggungjawaban, yang 

menyiratkan bahwasannya tak ada jabatan manapun yang terbebas dari kewajiban 

pertanggungjawaban. Kewajiban pertanggungjawaban pemerintah timbul sebab 

adanya 2 faktor yakni, adanya kewenangan yang dipunyai oleh pemerintah serta 

adanya hak serta kewajiban. Asas “contrario actus” menggarisbawahi 

bahwasannya pihak yang memegang kekuasaan guna membuat sebuah tindakan 

hukum ataupun ketetapan juga memegang hak serta tanggung jawab guna 

mengubah ataupun membatalkan ketetapan tersebut jika ada alasan yang sah. 

Berlandaskan konsep contrarius actus, pemerintah berwenang mencabut 

ketetapan ataupun peraturan yang sudah dibuatnya, dengan ketetapan 

bahwasannya lembaga yang membuat ataupun menerbitkan ketetapan ataupun 
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peraturan tersebut yang melakukannya.18 

Berlandaskan Damanik , asas berikut berfungsi guna melindungi hak-hak 

individu serta mencegah tindakan sewenang-wenang oleh pihak-pihak tertentu 

yang bisa merugikan pemilik tanah. Dengan adanya asas berikut, masyarakat 

memegang saluran hukum guna memperjuangkan hak-hak mereka.19 

Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat tanah juga menjadikan 

perhatian utama dalam penerapan asas Contrarius Actus. Cinthya Govianda serta 

rekan-rekannya dalam penelitiannya menyoroti bahwasannya pembatalan 

sertipikat hak atas tanah wajib dilaksanakan dengan hati-hati agar tak merugikan 

pemegang sertipikat yang sudah beritikad baik. Mereka menekankan 

bahwasannya meskipun BPN memegang kewenangan guna membatalkan 

sertipikat, perlindungan terhadap hak-hak pemegang sertipikat yang sah wajib 

tetap menjadikan prioritas.20 

3. Asas Dalam Pembatalan Sertipikat Tanah 

a) Asas Legalitas 

Asas legalitas dalam pembatalan sertipikat tanah ialah prinsip 

fundamental dalam hukum agraria serta administrasi pertanahan. Asas berikut 

menegaskan bahwasannya semua tindakan pemerintahan yang mempengaruhi 

hak-hak individu, termasuk pembatalan sertipikat tanah, wajib didasarkan pada 

aturan hukum yang jelas serta berlaku. Penerapan asas legalitas bertujuan 
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menjaga kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta 

memastikan keadilan. 

Menurut Josep N. Andreas, asas legalitas mengamanatkan agar semua 

peraturan perundang-undangan harus dapat dipahami, tidak ambigu, dan tidak 

berlaku surut. Menurut konsep legalitas, semua kegiatan pemerintahan harus 

mematuhi norma-norma, termasuk asas keadilan dan penerapan hukum yang 

tidak sewenang-wenang.21 

Setiap kegiatan pemerintahan dalam negara hukum wajib dilandasi oleh 

hukum, sebab negara berlandaskan pada asas legalitas ataupun yang dikenal 

dengan wetmatigheid van bestuur. Berlandaskan asas berikut, semua jenis 

pejabat pemerintah tak akan memegang kewenangan guna mempengaruhi 

ataupun mengubah status ataupun kedudukan hukum penduduknya, kecuali 

jika pejabat tersebut memegang dasar kewenangan seperti yang tertulis dalam 

peraturan perundang-undangan. Berlandaskan Sjachran Basah, asas legalitas 

ialah usaha guna mencapai keseimbangan yang selaras serta terpadu antara 

pemahaman mengenai kedaulatan rakyat serta kedaulatan hukum yang 

hakikatnya bersifat konstitutif.22 

b) Asas Kepastian Hukum 

Suatu hukum wajib diterapkan dengan cara benar serta adil, selaras 

dengan konsep kepastian hukum. Secara fundamental, tujuan utama hukum 

ialah kepastian. Tanpa adanya kejelasan, hukum akan menjadikan tak 
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bermakna serta tak dikenal.  

Selain gagasan keadilan, salah satu prinsip dasar penerapan hukum 

adalah asas kepastian hukum. Pemahaman yang lebih harafiah terhadap 

ketentuan perundang-undangan diperlukan untuk mendapatkan kejelasan 

hukum.23 Dalam konteks pembatalan sertipikat tanah, asas kepastian hukum 

berarti bahwasannya ketetapan pembatalan wajib didasarkan pada aturan yang 

jelas serta adil, serta memenuhi prosedur hukum yang berlaku. berikut penting 

guna melindungi pemilik sertipikat dari tindakan sewenang-wenang serta 

memastikan bahwasannya hak atas tanah tak diabaikan tanpa dasar yang sah.  

c) Asas Keadilan 

Sebab masyarakat sangat berkepentingan dengan penerapan penegakan 

hukum, maka keadilan wajib diperhatikan dalam penerapan serta penegakan 

hukum. Keadilan ialah nilai fundamental dalam sistem hukum. Keadilan wajib 

dijaga dalam penerapan serta penegakan hukum. Setiap prosedur hukum, 

termasuk pencabutan sertifikasi, didasarkan pada gagasan inti keadilan. Konsep 

berikut menjamin bahwasannya ketika sertifikasi dicabut, ketetapan tak hanya 

didasarkan pada hukum tetapi juga mempertimbangkan keadilan serta 

kepatutan. 

Berlandaskan Sudikno Mertokusumo, keadilan ialah penilaian 

perlakuan seseorang terhadap orang lain berlandaskan serangkaian standar.24 

John Rawls berpendapat bahwasannya keadilan ialah kebijakan politik 
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yang aturannya menjadikan dasar peraturan negara, yang ialah ukuran 

kebenaran. Ia mendefinisikan keadilan selaku kewajaran, yang mencakup 

berbagai asas bahwasannya orang-orang yang bebas serta rasional yang ingin 

mengembangkan kepentingan mereka wajib memegang kedudukan yang sama 

ketika mereka memulai serta bahwasannya berikut ialah persyaratan mendasar 

bagi mereka yang memasuki perkumpulan yang mereka inginkan.25 

4. Alasan Pembatalan Sertipikat Berlandaskan Peraturan Menteri agraria dan tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020. 

Pembatalan sertipikat hak atas tanah ialah sebuah tindakan administratif 

ataupun hukum yang bertujuan guna menghapus status hukum dari sertipikat 

tertentu. Pada pasal 29 ayat 1 Permen ATR/Kepala BPN No. 21 Tahun 2020 

menyatakan “Pejabat yang berwenang bisa membatalkan sebuah produk hukum 

sebab alasan-alasan seperti dibawah ini: a. adanya cacat administratif ataupun 

cacat hukum; b. sudah berlakunya sebuah putusan pengadilan yang sudah "Pasal 

berikut menyajikan dasar hukum pembatalan sertifikat, serta dalam pasal 1 ayat 1 

disebutkan pula bahwasannya Perkara Pertanahan yang berikutnya disebut 

Perkara ialah sengketa, konflik, ataupun perkara pertanahan yang diajukan kepada 

Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN, Kantor Pertanahan selaras dengan 

kewenangannya guna ditangani juga diselesaikan sesuai ketetapan peraturan 

perundang-undangan." Dengan menguraikan empat alasan utama pembatalan, 

yakni adanya cacat hukum, putusan pengadilan yang memegang akibat hukum 

yang lama, kegiatan yang melawan hukum, serta adanya pertentangan hak milik. 

a) Cacat Hukum 

Cacat hukum menjadikan salah satu alasan utama yang bisa dipakai 

guna membatalkan sertipikat hak atas tanah. Berlandaskan jurnal "Legal 
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Cancellation of Property Rights Certificate to Land which is Enough with 

Insurance Rights" cacat hukum mengacu pada ketidakselarasan antara prosedur 

penerbitan sertipikat serta ketetapan perundang-undangan yang berlaku.26  

Hal tersebut mencakup kesalahan administratif seperti dokumen yang 

tak lengkap ataupun tak sah, pelanggaran prosedur pendaftaran, hingga 

penerbitan sertipikat di atas tanah yang tak memenuhi syarat hukum. 

Penelitian oleh Wiranto dkk. (2024) dalam jurnal "Cancellation of Land 

Title Certificates Due to Administrative Defects" menunjukkan bahwasannya 

cacat administratif sering kali diakibatkan oleh lemahnya verifikasi dokumen 

di tingkat kantor pertanahan.27 Selain itu, kurangnya pemahaman aparat 

terhadap peraturan juga menjadikan faktor penting. Pembatalan sertipikat 

dengan alasan cacat hukum bertujuan guna mengembalikan keabsahan 

administrasi pertanahan yang seharusnya dijalankan dengan prinsip kehati-

hatian. 

b) Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap 

Putusan pengadilan yang memegang kekuatan hukum tetap (inkracht) 

bisa dipakai guna membatalkan sertifikat. riset Muzakkir dkk. yang dimuat 

dalam jurnal "Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah oleh Pengadilan 

Tata Usaha Negara" tahun 2021 menyebutkan bahwasannya pengadilan 

berwenang menyelesaikan sengketa hak milik serta memerintahkan 
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pembatalan sertifikat apabila ditemukan pelanggaran hukum ataupun hak.28 

Sebagai contoh, sengketa hak atas tanah ialah alasan lain yang sering 

muncul, di mana terdapat klaim dari pihak lain yang mengaku memegang hak 

atas tanah serupa. Berlandaskan data dari BPN, hampir 40% dari kasus yang 

ditangani melibatkan sengketa hak, yang menyoroti kompleksitas pengelolaan 

hak atas tanah di Indonesia (Dharsana & Budiarta, 2021).29 

c) Perbuatan Melawan Hukum 

Perbuatan melawan hukum ialah dasar lain yang tertulis dalam Permen 

Agraria No. 21 Tahun 2020. Berlandaskan Rini (2023) dalam jurnal "Due to 

Legal Cancellation of Land Purchase Deed", perbuatan melawan hukum bisa 

mencakup tindakan seperti pemalsuan dokumen, penipuan dalam prosedur jual 

beli tanah, ataupun penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang dalam 

penerbitan sertifikat.30 

Pembatalan sertifikat dengan alasan berikut bertujuan guna melindungi 

hak-hak masyarakat yang dirugikan akibat tindakan ilegal. Misalnya, jika 

sertipikat dikeluarkan guna tanah yang masuk dalam kategori tanah negara 

ataupun lahan yang dilindungi, maka sertipikat tersebut bisa dibatalkan. Situasi 

berikut seringkali menimbulkan masalah bagi masyarakat yang sudah 

menginvestasikan waktu serta sumber daya mereka pada tanah yang ternyata 

tak sah dengan cara hukum. 

d) Tumpang Tindih Hak Atas Tanah 
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Tumpang tindih hak atas tanah terjadi ketika dua ataupun lebih 

sertipikat diterbitkan guna bidang tanah yang sama. Situasi berikut sering kali 

diakibatkan oleh ketidakselarasan data administrasi ataupun konflik klaim atas 

tanah. Kusuma dkk. (2024) dalam jurnal "Analysis Of Cancellation Of Land 

Rights Certificates In Certificate Overlapping Cases" menjelaskan 

bahwasannya kasus tumpang tindih biasanya diakibatkan oleh kurangnya 

koordinasi antara instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

serta pemerintah daerah.31 

Pembatalan sertipikat dalam kasus tumpang tindih melaksanakan guna 

memastikan kejelasan hak atas tanah. prosedur berikut melibatkan verifikasi 

data yang mendalam serta penentuan pihak yang berhak atas tanah terkait 

sesuai ketetapan hukum. 

5. Prosedur Pembatalan 

Prosedur pembatalan sertipikat tanah ialah elemen penting dalam sistem 

hukum pertanahan di Indonesia. Tindakan pembatalan berikut melaksanakan 

selaku langkah guna mengatasi masalah hukum yang muncul akibat ditemukannya 

cacat administrasi ataupun yuridis dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah.  

Dalam bukunya, Wardani menyoroti pentingnya prosedur pembatalan 

dalam menjaga sistem hukum pertanahan yang efektif di Indonesia. Prosedur 

berikut, seperti tertulis dalam Permen Agraria No. 21 Tahun 2020, berfungsi guna 

memastikan bahwasannya kesalahan administrasi ataupun yuridis dalam 

penerbitan sertipikat tanah bisa diperbaiki, sehingga menyajikan keadilan kepada 

pihak-pihak yang bersengketa.32 

Berlandaskan riset Mahfud (2024), regulasi berikut tak hanya bersifat 

normatif tetapi juga aplikatif dalam mencegah serta menangani tumpang tindih 
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sertipikat ataupun cacat administratif.33 

Dasar hukum guna pembatalan sertipikat tanah bisa ditemukan dalam Pasal 

29 sampai Pasal 42 Permen No. 21 Tahun 2020. Dalam peraturan berikut, 

dinyatakan bahwasannya pembatalan bisa melaksanakan jika terdapat cacat 

administrasi, seperti kesalahan pengukuran ataupun penerapan peraturan yang tak 

tepat. Lebih lanjut, bisa juga dilaksanakan pembatalan guna melangsungkan 

putusan pengadilan yang sudah memegang kekuatan hukum tetap.  

Sadono menunjukkan bahwasannya penerapan aturan berikut menyajikan 

kesempatan guna memperbaiki kesalahan administrasi, meskipun sering kali 

terhambat oleh kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait.34 

Prosedur pembatalan yang diatur dalam peraturan dimulai dengan 

pengajuan permohonan oleh pihak yang merasa dirugikan, disertai dengan 

dokumen pendukung seperti identitas pemohon, bukti kepemilikan tanah, serta 

kronologi kasus. Selanjutnya, tim yang ditunjuk akan melangsungkan riset guna 

memverifikasi data fisik serta yuridis. Berlandaskan hasil riset yang tercantum 

dalam berita acara, pejabat yang berwenang bisa mengeluarkan ketetapan 

pembatalan. Pasal 30 Permen Agraria No. 21 Tahun 2020 menyatakan 

bahwasannya kewenangan guna melangsungkan pembatalan berada pada Menteri 
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ataupun Kepala Kantor Wilayah, tergantung pada lingkup permasalahan. 

Mangare mengidentifikasi bahwasannya salah satu kendala utama ialah 

kurangnya dokumentasi yang memadai terkait data fisik serta yuridis tanah.35 

Prosedur pembatalan sertifikat tanah yang tertulis dalam Permen No. 21 Tahun 

2020 mencerminkan komitmen pemerintah guna mewujudkan tata kelola 

pertanahan yang transparan serta adil. Dengan dukungan teori hukum administrasi 

serta data empiris dari berbagai penelitian, mekanisme berikut menyajikan solusi 

yang terukur guna menyelesaikan sengketa tanah yang kompleks. 

B. Landasan Faktual 

1. Mekanisme Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan di 

Tinjau dari Peraturan Menteri agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan 

penyelesaian Kasus Pertanahan. 

Berlandaskan hasil wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Maret 2025 

bertempat di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Jl. H.M. Ardans (Ring Road III) 

Samarinda lewat Bapak Mohamad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi 

Pengendalian serta Penanganan Sengketa mengenai Mekanisme Pembatalan 

Sertipikat Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda ialah seperti 

dibawah ini : 

Mekanisme pembatalan sertipikat hak atas tanah bisa dilaksanakan lewat 2 

opsi perampungan. Pertama, pembatalan berlandaskan pelaksanaan putusan 
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pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap serta pembatalan sertipikat 

berlandaskan pelaksanaan putusan pengadilan. 

“Bahwa  Mekanisme Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah pada Kantor 

Pertanahan Kota Samarinda pada  prinsipnya selalu mengacu pada Peraturan 

Perundang-undangan seperti di atur dalam Pasal 64 PP No. 18 Tahun 2021 

mengenai HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH 

SUSUN, DAN  PENDAFTARAN  TANAH serta Permen ATR/Kepala BPN 

Republik Indonesia  No. 21 Tahun 2020 terkait penanganan dan penyelesaian 

Kasus Pertanahan Khususnya prosedur yang di lalui mengacu pada Pasal 34 serta 

Pasal  6 melaksanakan lewat tahapan: a. Pengkajian Kasus; b. Gelar Awal; c. 

Penelitian; d. Ekspos Hasil Penelitian; e. Rapat Koordinasi; f. Gelar Akhir; serta 

g. Perampungan Kasus”.36 

Permohonan tersebut juga disertai dengan persyaratan-persyaratan seperti 

diatur dalam pasal 36. 

2. Kendala Pelaksanaan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah berlandaskan 

Cacat Administrasi ataupun Cacat Yuridis serta Pelaksanaan Putusan 

Pengadilan yang sudah Memegang Kekuatan Hukum Tetap pada Kantor 

Pertanahan Kota Samarinda 

Berlandaskan hasil wawancara yang melaksanakan oleh penulis pada 

tanggal 20 Maret 2025 bertempat di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Jl. H.M. 

Ardans (Ring Road III) Samarinda lewat Bapak Mohamad Ikhsan, S.H., M.H. 

selaku Kepala Seksi Pengendalian serta Penanganan Sengketa mengenai Kendala 

Pelaksanaan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah berlandaskan Cacat 

Administrasi ataupun Cacat Yuridis serta Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang 

sudah Memegang Kekuatan Hukum Tetap pada Kantor Pertanahan Kota 
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Samarinda ialah seperti dibawah ini : 

“Bahwa terdapat beberapa kendala dari pelaksanaan Pelayanan tersebut:  

a) Masyarakat tak selalu bisa mendaftarkan penerbitan SK pembatalan yang 

sudah diterima di Kantor Pertanahan sebab kurangnya pemahaman 

masyarakat terhadap layanan tersebut. 

b) Berkas serta persyaratan tak lengkap disampaikan oleh masyarakat umum. 

c) Pihak yang kalah menyampaikan keberatan. 

d) Subjek putusan berada dalam satu ruangan dengan putusan yang 

bersengketa. 

e) Banyak putusan pengadilan yang tak mengamanatkan pembatalan 

Sertifikat Hak Atas Tanah. 

f) Objek putusan sedang disita. 

g) Tak ada eksekusi serta tak jelas di mana letak bidang tanah yang 

menjadikan objek gugatan. 

h) Letak, luas, serta batas bidang tanah yang menjadikan objek perkara 

berbeda dengan bidang tanah yang dieksekusi;  

i) Putusan tak ada kaitannya dengan objek yang dimintakan pembatalan; serta  

j) Putusan ataupun pertimbangan hukum”.37 

3. Upaya Kantor Pertanahan Kota Samarinda dalam Mengatasi Kendala-kendala 

di dalam Pelaksanaan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah 

Berlandaskan hasil wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Maret 2025 

bertempat di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Jl. H.M. Ardans (Ring Road III) 

Samarinda lewat Bapak Mohamad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi 

Pengendalian serta Penanganan Sengketa mengenai Upaya Kantor Pertanahan 

Kota Samarinda dalam Mengatasi Kendala-kendala di dalam Pelaksanaan 

Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah ialah seperti dibawah ini : 

“Upaya yang di lakukan oleh Kantor Pertanahan yakni dengan 

menyampaikan kepada para Pemohon guna melengkapi kendala-kendala yang 

menghambat pelayanan tersebut”38 

 
37 Ibid 
38 Ibid 
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4. Peran Kantor Pertanahan dalam Menangani serta Menyelesaikan Kasus 

Pembatalan Sertipikat Tanah 

Berlandaskan hasil wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Maret 2025 

bertempat di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Jl. H.M. Ardans (Ring Road III) 

Samarinda lewat Bapak Mohamad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi 

Pengendalian serta Penanganan Sengketa mengenai Peran Kantor Pertanahan 

dalam Menangani serta Menyelesaikan Kasus Pembatalan Sertipikat Tanah ialah 

seperti dibawah ini : 

“Bahwa Kantor Pertanahan Kota Samarinda selaku instansi Pemerintahan 

yang bergerak dibidang pelayanan masyarakat tetap menjalankan tugas serta 

fungsinya melangsungkan pelayanan selaras dengan SOP (Standar Operasional 

Prosedur) serta ketetapan yang berlaku.”39 

5. Upaya Kantor Pertanahan dalam Meningkatkan Kepastian Hukum Bagi 

Pemegang Sertipikat Tanah 

Berlandaskan hasil wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Maret 2025 

bertempat di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Jl. H.M. Ardans (Ring Road III) 

Samarinda lewat Bapak Mohamad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi 

Pengendalian serta Penanganan Sengketa mengenai Upaya Kantor Pertanahan 

dalam Meningkatkan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Sertipikat Tanah ialah 

seperti dibawah ini : 

“Upaya yang melaksanakan Kantor Pertanahan Samarinda yakni; 

memblokir Sertipikat Hak Atas Tanah tersebut guna menyajikan kepastian hukum 
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serta menjaga adanya permasalahan baru dalam hal kegiatan pemeliharaan data 

pertanahan.”40 

6. Kantor Pertanahan dalam Mengatasi Dampak Negatif dari Pembatalan 

Sertipikat Terutama Bagi Pihak-Pihak yang Merasa Dirugikan 

Berlandaskan hasil wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Maret 2025 

bertempat di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Jl. H.M. Ardans (Ring Road III) 

Samarinda lewat Bapak Mohamad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi 

Pengendalian serta Penanganan Sengketa mengenai Mengatasi Dampak Negatif 

dari Pembatalan Sertipikat Terutama Bagi Pihak-Pihak yang Merasa Dirugikan 

ialah seperti dibawah ini : 

“Kantor Pertanahan Samarinda dalam melangsungkan pelayanan tersebut 

selalu mengacu selaras dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) serta 

ketetapan pelaksana, agar tak adanya penyimpangan serta penyalahgunaan 

kewenangan. 

Berkaitan dengan adanya pihak-pihak yang dirugikan, bahwasannya 

Kantor Pertanahan tak masuk ke ranah materil. Sebab pada prinsipnya Kantor 

Pertanahan akan melangsungkan pelayanan pertanahan yang mana masyarakat 

memohonkan permohonan apa pun itu. Sepanjang persyaratan formil dipenuhi 

maka Kantor Pertanahan tak bisa menolak permohonan masyarakat.”41 

7. Pembatalan pada Kesalahan Sertipikat Ditinjau dari Peraturan Menteri agraria 

dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 

21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan 

Berlandaskan hasil wawancara oleh penulis pada tanggal 20 Maret 2025 

bertempat di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Jl. H.M. Ardans (Ring Road III) 

Samarinda lewat Bapak Mohamad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi 

 
40 Ibid 
41 Ibid 
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Pengendalian serta Penanganan Sengketa mengenai Pembatalan pada Kesalahan 

Sertipikat Ditinjau dari Permen ATR/Kepala BPN RI No. 21 Tahun 2020 terkait 

penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan ialah seperti: 

“Dalam hal berikut seperti bagaimana yang dijelaskan bahwasannya 

berlandaskan Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telaah berkekuatan hukum 

tetap yang memerintahkan Kantor Pertanahan guna membatalkan sertipikat serta 

ataupun berlandaskan Pasal 35 Permen ATR/Kepala BPN Republik Indonesia No. 

21 Tahun 2020 terkait penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan”42 

Pembatalan produk hukum sebab kesalahan administratif ataupun 

kesalahan hukum seperti tertulis dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a diakibatkan oleh: 

1) Ketidakakuratan pada penerbitan hak atas tanah, pendaftaran hak, serta 

pemeliharaan data pendaftaran tanah;  

2) Ketidakakuratan pada metode ataupun teknik pengukuran;  

3) Ketidakakuratan pada mekanisme penerbitan sertifikat pengganti;  

4) Kekeliruan pada metode ataupun prosedur pemberian sertifikat Hak 

Tanggungan;  

5) Kesalahan dalam cara penerapan peraturan perundang-undangan;  

6) Kesalahan yang berkaitan dengan hak;  

7) Kesalahan pada objek hak;  

8) Kesalahan pada jenis hak;  

9) Hak atas tanah yang saling bertentangan;  

10) Kawasan hutan yang saling bertentangan;  

11) Ketidakakuratan dalam penilaian konsolidasi tanah;  

 
42 Ibid 
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12) Kesalahan yang melaksanakan pada saat verifikasi bahwasannya sebidang 

tanah ialah objek land reform;  

13) Kesalahan yang melaksanakan pada saat penerbitan izin pengalihan hak; 

14) Kekeliruan yang melaksanakan pada saat menyampaikan surat ketetapan 

pembatalan; 

15) Telah ditetapkan adanya tindak pidana penggelapan, penipuan, pemalsuan, 

ataupun tindak pidana lainnya berlandaskan putusan pengadilan pidana 

yang sudah memegang kekuatan hukum tetap; 

16) Berlandaskan keterangan dari instansi terkait, dokumen ataupun data 

tertentu yang dipakai dalam prosedur penerbitan sertifikat bukan ialah 

produk instansi;  

17) Telah ada putusan pengadilan yang dalam pertimbangan hukumnya 

menyatakan adanya fakta cacat dalam penerbitan produk hukum 

Kementerian ataupun perbuatan hukum dalam pengalihan hak, tetapi 

putusan tersebut tak tegas”. 

8. Tahapan-tahapan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Berlandaskan 

Peraturan Menteri agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan 

penyelesaian Kasus Pertanahan 

Berlandaskan hasil wawancara yang melaksanakan oleh penulis pada 

tanggal 20 Maret 2025 bertempat di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Jl. H.M. 

Ardans (Ring Road III) Samarinda lewat Bapak Mohamad Ikhsan, S.H., M.H. 

selaku Kepala Seksi Pengendalian serta Penanganan Sengketa mengenai Tahapan-
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tahapan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Berlandaskan Permen 

ATR/Kepala BPN RI No. 21 Tahun 2020 terkait penanganan dan penyelesaian 

Kasus Pertanahan ialah seperti dibawah ini : 

“Terkait penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan, tahapan 

tersebut selaras dengan Pasal 6 No. 21 Tahun 2020 Permen ATR/Kepala BPN 

RI”43 

Seperti tertulis dalam Pasal 6, yang menyatakan: 

1) Penanganan Sengketa serta Konflik melaksanakan lewat tahapan: 

a. Pengkajian kasus; 

b. Gelar awal; 

c. Penelitian; 

d. Ekspos hasil penelitian; 

e. Rapat koordinasi 

f. Gelar akhir; dan 

g. Perampungan kasus. 

2) Perampungan sengketa serta perselisihan dilaksanakan secara bertahap. 

 

3) Sengketa serta konflik yang termasuk dalam Perkara Sedang ataupun 

Perkara Ringan bisa diselesaikan tanpa lewat tahapan-tahapan seperti 

tertulis pada ayat (1). 

4) Dokumen rahasia yang sedang dalam prosedur perampungan selaku akibat 

dari perampungan sengketa serta konflik seperti dimaksud pada ayat (1)”. 

 
43 Ibid 
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9. Memahami Pelaksanaan Pembatalan Sertipikat yang Diajukan Kepada Kantor 

Pertanahan 

Berlandaskan hasil wawancara yang melaksanakan oleh penulis pada 

tanggal 20 Maret 2025 bertempat di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Jl. H.M. 

Ardans (Ring Road III) Samarinda lewat Bapak Mohamad Ikhsan, S.H., M.H. 

selaku Kepala Seksi Pengendalian serta Penanganan Sengketa mengenai 

Mengatasi Dampak Negatif dari Pembatalan Sertipikat Terutama Bagi Pihak-

Pihak yang Merasa Dirugikan ialah seperti dibawah ini : 

“Pembatalan sertifikat pada umumnya diproses oleh kantor pertanahan 

berlandaskan permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada kantor 

pertanahan. Tak terdapat mekanisme pembatalan yang melaksanakan dengan cara 

otomatis, sebab setiap pembatalan wajib lewat prosedur permohonan. Namun, 

kantor pertanahan memegang kewenangan guna membatalkan sertipikat tanpa 

adanya permohonan apabila terdapat indikasi kesalahan dalam penerbitan 

sertipikat tersebut.”44 

 

 
44 Ibid 
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BAB III 

Pembahasan Mengenai Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Pada Kantor 

Pertanahan Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan 

A. Mekanisme Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah pada Kantor 

Pertanahan di Tinjau dari Peraturan Menteri agraria dan tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan 

Pengelolaan pertanahan di Indonesia menghadapi tantangan kompleks 

terkait validitas sertipikat hak atas tanah. Permasalahan penerbitan yang cacat 

administratif ataupun yuridis memicu sengketa serta ketidakpastian hukum. selaku 

respons, Permen ATR/Kepala BPN RI No. 21 Tahun 2020 diimplementasikan guna 

menyediakan mekanisme pembatalan sertipikat yang jelas serta terstruktur. Dasar 

hukum guna pembatalan Sertipikat Hak atas Tanah bisa ditemukan pada Pasal 1 

angka 14 Permen Negara Agraria No. 21 Tahun 2020 terkait penanganan dan 

penyelesaian Kasus Pertanahan. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwasannya 

"Pembatalan ialah ketetapan yang membatalkan Produk Hukum sebab adanya cacat 

administrasi ataupun cacat yuridis dalam prosedur penerbitannya, ataupun guna 

melangsungkan putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum 

tetap”. Regulasi berikut bertujuan guna menjamin legalitas serta kepastian hukum 

dalam administrasi pertanahan, sekaligus mengatasi celah administratif yang 

berpotensi disalahgunakan. Implementasi peraturan berikut diharapkan bisa 
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mereformasi tata kelola pertanahan serta mewujudkan keadilan bagi seluruh 

pemangku kepentingan. 

Secara teoretis, pembatalan sertipikat hak atas tanah dalam kerangka hukum 

administrasi serta normatif didasarkan pada asas legalitas, kepastian hukum, serta 

keadilan. Permen Nomor 21 Tahun 2020 mendefinisikan pembatalan selaku 

tindakan administratif korektif yang melaksanakan jika terdapat cacat administrasi, 

cacat yuridis, ataupun selaku implementasi putusan pengadilan yang berkekuatan 

hukum tetap. Teori legalitas dalam pembatalan sertipikat tanah ialah prinsip 

fundamental dalam hukum agraria serta administrasi, dalam teori berikut 

mensyaratkan dasar hukum yang jelas serta menegaskan bahwasannya semua 

tindakan pemerintahan yang mempengaruhi hak-hak individu, termasuk 

pembatalan sertipikat tanah, wajib didasarkan pada aturan hukum yang jelas serta 

berlaku. Penerapan teori legalitas berikut bertujuan guna menjaga kepastian hukum, 

mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan keadilan.  

Dalam konteks pembatalan sertipikat tanah, prinsip kepastian hukum 

bahwasannya setiap ketetapan pembatalan wajib didasarkan pada aturan yang jelas 

serta adil, serta memenuhi prosedur yang berlaku, sebab penting guna melindungi 

hak individu pemilik sertipikat serta memastikan bahwasannya hak atas tanah tak 

diabaikan tanpa dasar yang sah. Teori kewenangan serta asas Contrarius Actus 

menyajikan landasan bagi pejabat berwenang guna membatalkan produk hukum 

yang tak selaras. Selain itu dalam penerapan asas Contrarius Actus perlindungan 

hukum bagi pemegang sertipikat tanah juga menjadikan perhatian utama, 

bahwasannya pembatalan sertipikat Hak Atas Tanah wajib dilaksanakan secara hati-
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hati agar tak merugikan pemegang sertipikat yang sudah beritikad baik. Meskipun 

kantor Badan Pertanahan Nasional memegang kewenangan guna membatalkan 

sertipikat, perlindungan terhadap hak-hak pemegang sertipikat yang sah wajib tetap 

menjadikan prioritas. 

Aspek administrasi hukum menekankan pentingnya prosedur terstruktur 

dalam prosedur pembatalan. Pembatalan sertipikat hak atas tanah yakni sebuah 

tindakan administratif ataupun hukum yang bertujuan guna menghapus status 

hukum dari sertipikat tertentu.  

Pasal 30 Per Permen ATR/Kepala BPN No. 21 Tahun 2020 menyatakan 

bahwasannya : (1) Menteri menerbitkan ketetapan Pembatalan (2) Kepala Kantor 

Wilayah menerbitkan ketetapan Pembatalan (3) Dalam kondisi tertentu, Menteri 

bisa membatalkan Produk Hukum Kantor Wilayah ataupun Kantor Pertanahan yang 

ialah kewenangan Kepala Kantor Wilayah sebab cacat administrasi ataupun cacat 

yuridis ataupun selaku pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memegang 

kekuatan hukum tetap.   

Selanjutnya dalam pasal 29 ayat 1 Permen ATR/Kepala BPN No.21 Tahun 

2020 menegaskan “Pembatalan Produk Hukum melaksanakan oleh Pejabat yang 

berwenang sebab: a. cacat administrasi ataupun cacat yuridis; b. pelaksanaan 

putusan pengadilan yang telah” pasal berikut menyajikan dasar hukum bagi 

pembatalan sertipikat tersebut. Ada pun empat alasan utama terjadinya Pembatalan 

sertipikat yakni sebab adanya: 

1. Cacat Hukum : Kesalahan administratif seperti dokumen yang tak 

lengkap ataupun tak sah, pelanggaran prosedur pendaftaran, hingga 
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penerbitan sertipikat di atas tanah yang tak memenuhi syarat hukum. 

2. Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap : Pengadilan 

memegang kewenangan guna memutus sengketa tanah serta 

memerintahkan pembatalan sertipikat jika ditemukan pelanggaran hukum 

ataupun hak 

3. Perbuatan Melawan Hukum : perbuatan melawan hukum bisa mencakup 

tindakan seperti pemalsuan dokumen, penipuan dalam prosedur jual beli 

tanah, ataupun penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang dalam 

penerbitan sertifikat. 

4. Tumpang Tindih Hak Atas Tanah  : Terjadi ketika dua ataupun lebih 

sertipikat diterbitkan guna bidang tanah yang sama. Situasi berikut sering 

kali diakibatkan oleh ketidakselarasan data administrasi ataupun konflik 

klaim atas tanah. Kasus tumpang tindih biasanya diakibatkan oleh 

kurangnya koordinasi antara instansi terkait, seperti Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) serta pemerintah daerah. 

Secara faktual, implementasi mekanisme pembatalan sertipikat di Kantor 

Pertanahan melibatkan beberapa tahapan. prosedur dimulai dengan pengajuan 

permohonan oleh pihak yang merasa dirugikan, dilengkapi dengan dokumen 

pendukung. Selanjutnya, melaksanakan verifikasi data fisik serta yuridis oleh 

petugas, diikuti dengan riset lapangan guna mengumpulkan informasi lebih lanjut. 

Hasil riset kemudian dibahas dalam rapat koordinasi serta gelar akhir, di mana 

ketetapan diambil oleh pejabat yang berwenang berlandaskan data serta temuan. 

Data empiris menunjukkan bahwasannya mekanisme berikut sudah diterapkan, 
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meskipun tantangan dalam koordinasi serta interpretasi peraturan masih ada. Upaya 

peningkatan kapasitas internal terus melaksanakan guna meminimalkan kesalahan. 

a) Mekanisme Pembatalan Sertipikat Berlandaskan Cacat Administrasi ataupun 

Cacat Yuridis : 

1. Pengajuan Permohonan: Pihak yang merasa dirugikan ataupun 

menemukan ketidakselarasan mengajukan permohonan pembatalan 

dengan cara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan. Permohonan wajib 

disertai identitas pemohon, bukti kepemilikan (jika ada), serta kronologi 

permasalahan serta alasan pembatalan. 

 
Gambar 3. 1 

2. Verifikasi Data serta Dokumen: Petugas Kantor Pertanahan 

melangsungkan verifikasi terhadap kelengkapan serta keabsahan dokumen 

yang diajukan, baik dengan cara fisik ataupun yuridis. Hal berikut meliputi 

pemeriksaan keselarasan data pemohon, objek tanah, serta dokumen 

pendukung lainnya. 
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Gambar 3. 2 

3. Penelitian Lapangan: Apabila diperlukan, Kantor Pertanahan 

melangsungkan riset lapangan guna mengumpulkan informasi faktual 

mengenai kondisi objek tanah yang bersangkutan, termasuk batas-batas, 

penguasaan fisik, serta potensi sengketa di lapangan. 

 
Gambar 3. 3 

4. Rapat Koordinasi: Hasil verifikasi data serta riset lapangan dibahas dalam 

rapat koordinasi yang melibatkan pihak-pihak terkait di internal Kantor 

Pertanahan. Rapat berikut bertujuan guna menganalisis permasalahan serta 

menentukan langkah selanjutnya. 
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Gambar 3. 4 

5. Gelar (Ekspose) Permasalahan: Permasalahan serta hasil riset diekspos 

ataupun digelarkan di hadapan pejabat yang berwenang mengambil 

keputusan. Dalam gelar berikut, dianalisis lebih lanjut dasar-dasar hukum 

serta fakta-fakta yang mendukung ataupun menolak permohonan 

pembatalan. 

 
Gambar 3. 5 

6. Pengambilan Keputusan: Pejabat yang berwenang di Kantor Pertanahan 

(biasanya Kepala Kantor ataupun pejabat yang ditugaskan) mengambil 

ketetapan mengenai permohonan pembatalan sertipikat. ketetapan bisa 

berupa persetujuan pembatalan ataupun penolakan, dengan disertai alasan 

yang jelas. 
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Gambar 3. 6 

7. Pelaksanaan Pembatalan: Jika permohonan disetujui, Kantor Pertanahan 

menerbitkan surat ketetapan pembatalan sertipikat. Selanjutnya, 

melaksanakan pencatatan pembatalan pada buku tanah serta sertipikat 

terkait, serta diumumkan kepada publik.  
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Gambar 3. 7 

8. Perampungan Sengketa (jika ada): Jika terdapat sengketa yang timbul 

akibat pembatalan sertipikat, perampungannya bisa melaksanakan lewat 

mekanisme mediasi, ajudikasi, ataupun jalur pengadilan selaras dengan 

ketetapan peraturan perundang-undangan. 

b) Mekanisme  Pembatalan Sertipikat Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang sudah 

Memegang Kekuatan Hukum Tetap 

1. Penerimaan Putusan Pengadilan – Kantor Pertanahan menerima salinan 

resmi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. 

2. Verifikasi serta Validasi – Tim Kantor Pertanahan melangsungkan 

verifikasi terhadap isi putusan guna memastikan kejelasan objek tanah 

serta pihak-pihak yang terlibat. 

3. Koordinasi dengan Pihak Terkait – Dalam beberapa kasus, Kantor 
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Pertanahan perlu berkoordinasi dengan Pengadilan, Kejaksaan, ataupun 

instansi lain guna memastikan kelancaran pelaksanaan putusan. 

4. Penerbitan ketetapan Pembatalan – Setelah semua tahapan verifikasi 

selesai, Kantor Pertanahan menerbitkan ketetapan pembatalan sertipikat 

yang sebelumnya sudah ditetapkan selaras amar putusan pengadilan 

5. Pencatatan dalam Buku Tanah – Sertipikat yang sudah dibatalkan 

direkap dalam Buku Tanah serta diumumkan kepada pihak yang 

berkepentingan guna menghindari permasalahan hukum di masa 

mendatang. 

Evaluasi implementasi Permen Nomor 21 Tahun 2020 menunjukkan 

kontribusi signifikan dalam mengurangi sengketa pertanahan akibat cacat 

administratif. Meskipun terdapat kekurangan, peraturan berikut menjadikan 

instrumen penting dalam memperbaiki sistem administrasi pertanahan serta 

meningkatkan kepastian hukum. Data serta informasi lapangan membuktikan 

bahwasannya mekanisme pembatalan sertipikat, jika diterapkan dengan cara 

konsisten, bisa menyajikan solusi yang adil terhadap permasalahan pertanahan yang 

kompleks. 

B. Kendala Pelaksanaan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah 

berlandaskan Cacat Administrasi ataupun Cacat Yuridis serta Pelaksanaan 

Putusan Pengadilan yang sudah Memegang Kekuatan Hukum Tetap pada 

Kantor Pertanahan Kota Samarinda 

Pelaksanaan pembatalan sertipikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota 

Samarinda menghadapi berbagai kendala operasional serta administratif yang 
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bersumber dari defisiensi administratif serta yuridis. Kendala utama meliputi 

ketidaklengkapan dokumen, kesalahan teknis registrasi, perbedaan interpretasi 

putusan pengadilan, serta inefisiensi akibat tingginya volume serta kompleksitas 

kasus. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur serta inkonsistensi 

putusan pengadilan semakin memperparah situasi berikut, berdampak pada 

efektivitas perampungan kasus serta menurunkan kepastian hukum bagi pemegang 

sertipikat. Identifikasi mendalam terhadap kendala berikut krusial guna 

merumuskan solusi yang tepat serta meningkatkan integritas sistem administrasi 

pertanahan. 

Analisis teoritis menunjukkan bahwasannya kendala pelaksanaan 

pembatalan sertipikat berkorelasi dengan konsep defisiensi administratif 

(ketidakselarasan prosedur serta kesalahan teknis) serta yuridis (ketidakselarasan 

dengan hukum). Implementasi putusan pengadilan terhambat oleh kurangnya 

konsistensi interpretasi, sementara pendekatan administrasi hukum menyoroti 

pentingnya standar prosedural serta koordinasi antar unit kerja. Ketidakselarasan 

prosedur dalam SOP juga berkontribusi pada kurang optimalnya verifikasi 

dokumen. Kerangka teoritis berikut mendasari analisis kendala operasional serta 

penyusunan rekomendasi perbaikan yang sistemik. 

Data faktual dari Kantor Pertanahan Samarinda mengonfirmasi adanya 

kendala nyata, termasuk penundaan permohonan akibat dokumen tak lengkap, 

perbedaan data fisik serta digital, serta konflik interpretasi putusan pengadilan. 

Wawancara dengan pihak terkait mengungkapkan minimnya pemahaman 

pemohon, keterbatasan sumber daya verifikasi, serta ketidakpastian akibat 
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perbedaan interpretasi putusan. Hambatan koordinasi antar instansi serta 

peningkatan beban administrasi akibat lonjakan permohonan juga menjadikan 

faktor signifikan. Integrasi putusan pengadilan yang belum optimal turut 

memperpanjang potensi sengketa serta menurunkan kepercayaan masyarakat. 

Poin-poin Kendala: 

1. Defisiensi Administratif:  

a. Ketidaklengkapan dokumen pemohon. 

b. Kesalahan teknis dalam prosedur registrasi serta pencatatan data. 

c. Adanya perbedaan data antara dokumen fisik serta catatan digital. 

2. Defisiensi Yuridis:  

a. Adanya cacat yuridis yang mengganggu keabsahan sertipikat. 

b. Perbedaan interpretasi terhadap putusan pengadilan berkekuatan 

hukum tetap. 

c. Putusan pengadilan yang saling bertolak belakang dalam kasus serupa. 

3. Kendala Operasional:  

a. Tingginya volume serta kompleksitas kasus pertanahan. 

b. Keterlambatan dalam prosedur administrasi. 

c. Keterbatasan sumber daya guna verifikasi data. 

d. Kurangnya koordinasi antar unit di Kantor Pertanahan. 

e. Ketidakjelasan ataupun kurang optimalnya SOP (Standar Operasional 

Prosedur). 

f. Hambatan koordinasi antar instansi terkait. 

g. Peningkatan beban administrasi akibat tingginya jumlah permohonan. 
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4. Faktor Masyarakat serta Hukum:  

a. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pembatalan 

sertipikat. 

b. Integrasi putusan pengadilan yang belum optimal dalam tindakan 

administratif. 

c. Potensi sengketa lanjutan akibat tak tuntasnya prosedur pembatalan. 

Kendala pelaksanaan pembatalan sertipikat di Kantor Pertanahan Kota 

Samarinda ialah hasil interaksi kompleks antara faktor administratif, teknis, serta 

perbedaan interpretasi hukum. Meskipun upaya perbaikan sudah dilakukan, 

hambatan signifikan masih persisten. Solusi integratif serta perbaikan regulasi 

internal menjadikan kunci guna mengatasi permasalahan berikut dengan cara 

menyeluruh demi mewujudkan kepastian hukum serta pelayanan yang optimal. 
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BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Didasarkan pada penjelasan dalam pembahasan tersebut, bisa disimpulkan 

bahwa: 

1. Mekanisme Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah pada Kantor 

Pertanahan di Tinjau dari Peraturan Menteri agraria dan tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 

tentang penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan mengungkapkan 

bahwasannya aturan mengenai prosedur pembatalan sertipikat hak atas 

tanah sudah diatur melalui cara normatif lewat regulasi tersebut. Prosedur 

berikut mencakup dua jalur utama, yakni pembatalan yang didasarkan 

pada cacat administrasi ataupun cacat yuridis, serta pembatalan yang 

dilaksanakan berlandaskan putusan pengadilan yang sudah memegang 

kekuatan hukum tetap. Tahapan pembatalan dimulai dari pengajuan 

permohonan oleh pihak yang merasa dirugikan, diikuti dengan tahapan 

verifikasi data fisik serta yuridis oleh tim khusus, hingga penerbitan 

ketetapan oleh pejabat yang berwenang. Meskipun regulasi berikut 

dirancang dengan cara menyeluruh guna menjamin kepastian hukum serta 

keadilan, implementasi di lapangan menunjukkan adanya disparitas antara 

ketetapan normatif serta praktik aktual. 

2. Kendala Pelaksanaan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah berlandaskan 

Cacat Administrasi ataupun Cacat Yuridis serta Pelaksanaan Putusan 
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Pengadilan yang sudah Memegang Kekuatan Hukum Tetap pada Kantor 

Pertanahan Kota Samarinda menunjukkan adanya berbagai hambatan 

dalam prosedur pelaksanaannya yakni, rendahnya tingkat pengetahuan 

masyarakat mengenai mekanisme pembatalan, kelengkapan dokumen 

administrasi yang kerap tak selaras dengan persyaratan, serta adanya data 

pertanahan yang tumpang tindih, yang menyulitkan prosedur verifikasi. 

Selain itu, kerja sama antar instansi terkait, seperti Kantor Pertanahan, 

pengadilan, serta instansi pendukung lainnya, belum berjalan dengan 

optimal. Akibatnya, prosedur verifikasi serta pengambilan ketetapan 

sering kali menjadikan lambat serta tak konsisten, sehingga mengurangi 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan. 

B. Saran 

 Berlandaskan kesimpulan, saran yang disajikan penulis ialah seperti 

dibawah ini: 

1. Kantor Pertanahan Samarinda di dalam mekanisme Pembatalan 

diharapkan bisa meningkatkan efektivitasnya lewat evaluasi menyeluruh 

terhadap prosedur yang sudah ditetapkan dalam regulasi tersebut. Salah 

satu langkah yang disarankan ialah penyempurnaan prosedur dengan 

memperkuat verifikasi data agar lebih akurat, serta menerapkan standar 

operasional prosedur (SOP) yang seragam di seluruh instansi terkait. 

Selain itu, pengembangan sistem informasi terintegrasi yang mampu 

menghubungkan data administratif, data fisik, serta data yuridis 

menjadikan kebutuhan mendesak guna memastikan transparansi serta 
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mempercepat prosedur pengajuan, verifikasi, serta penetapan keputusan. 

Dengan adanya sistem yang lebih terstruktur, risiko tumpang tindih data 

bisa berkurang, sekaligus mengurangi kesalahan administratif yang bisa 

menghambat efektivitas pembatalan sertipikat hak atas tanah. 

2. Kantor Pertanahan Kota Samarinda perlu memperkuat koordinasi serta 

meningkatkan intensitas sosialisasi guna mengatasi berbagai tantangan 

dalam implementasi di lapangan. guna mendukung efektivitas pembatalan 

sertifikat, disarankan agar Kantor Pertanahan menjalin kerja sama dengan 

pengadilan serta lembaga pemerintah terkait guna merancang mekanisme 

komunikasi yang lebih terstruktur serta efisien. Selain itu, pelaksanaan 

pelatihan berkala bagi aparatur pertanahan wajib ditingkatkan agar mereka 

memegang pemahaman yang lebih mendalam terkait prosedur pembatalan 

serta pengelolaan data pertanahan. Tak kalah pentingnya, sosialisasi yang 

lebih menyeluruh kepada masyarakat mengenai hak serta kewajiban 

pertanahan perlu melaksanakan agar pemohon mampu memenuhi 

persyaratan administratif dengan benar. Serta, promosi pemakaian aplikasi 

Sentuh Tanahku yang masih minim dikenal masyarakat wajib ditingkatkan 

selaku langkah pencegahan terhadap sengketa ataupun konflik, khususnya 

yang berkaitan dengan pengurusan pertanahan di lingkungan masyarakat. 

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, diharapkan prosedur pembatalan 

sertipikat bisa berlangsung lebih efisien, akurat, serta adil, sehingga menyajikan 

kepastian hukum yang lebih baik bagi seluruh pihak terlibat. 
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